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LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT IT
PANGKALPINANG

' s
|§¢ Q%a
M7 72\

ERI :D TAHUN 1980 NOMOR :7

.

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
PANGKALPINANG

NOMOR : 2 TAHUN 1990
TENTANG

B i i

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PANG-

KALPINANG TAHUN ANGGARAN 1990 / 1991, -
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA XEPALA DAERAH TK. II PANGKALPINANG f

primbang : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
madya Daerah Tingkat II Pangkalpinang, Tahun Angga
ran 1990/1991 perlu ditetapkan dengan Peraturan Da
erah sesuai dengan pasal 64 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1974.

A

gingat : 1. Undang-Undang Nomor S Tahun 1974 Tentang Pokok
-Pokok Pemerintahan di Daerah.

o A

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Pem -
bentukan Daerah Tingkat II dan Kotapra,a dalam
lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.

3. Undang-Undang Nomor 28 Tah-n 1959 Tentang Pajak
Bumi dan Bangunan ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 Tentang
Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan-

Keuangan Daerah ;




61

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 Tentang
Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan “Daerah
dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah ;

Keputusan Presiden RI Nomor 22 Tahun 1984 ten -
tang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsi
di Gaji dan Pensiunan bagi Daerah Otonom ;

’

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun -
1978 Tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Ke
uangan dan Materiil Daerah ;

.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun -
1975 Tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Ang
garan Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksana
an Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan -
Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Da
erah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun -
1978 Tentang Penerimaan Sumbangan Pihak “Ketiga
kepada Daerah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun -~
1985 Tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil
Pajak Bumi dan Bangunan ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun -
1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan
Materiil Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 - 099
Tahun 1980 tanggal 2 April 1980 tentang Manual

Administrasi Keuangan Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 - 36
tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembi
an Anggaraaa Daerah dan Pengendalian Kredit aAn
garan .

Keputusan Menteri Dalam Negeri Ncmor 970 - 89
tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Admi
nistrasi Pendapatan Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tah

1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasiam
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;

dengan

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1316
tanggal 18 September "1985 Tentang Penyempurnaan
Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapat-
an dan Belanja Daexah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 -~ 1319
tanggal 19 September 1985 Tentang Penyempurnaan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603
Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Be
lanja Daerah ; .

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun -
1985 tanqial 31 Dezember 1985 Tentana Fetunjuk
Pengoelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak  Bumi
dan Bangunan ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 303 - 269
tanggal 3 Maret 1986 Tentang PenyempurnRaan Ben
tuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah ser
ta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Eelanja
Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 379
tanggal 11 April 1987 Tentang Penggunaan Sistim
Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah serta Petunjuk Tehnis Tata Usaha
Keuangan Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 057
tanggal 11 April 1988 Tentang Penyempurnaan Ben
tuk dan Susunan Pendapatan Daerah.

Surat Menteri Dalam Negeri Nomox 803/341/PUOD -
tanggal 30 Januari 1990 perihal Pedoman Penyusu’
nan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Ta
hun Anggaran 1990 / 1991 ;

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor
2/KEP/DPRD/1978 tanggal 12 Juni 1978 Tentang -
Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpi -~
nang.

Mendengar .......
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Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Angga
ran DPRD pada tanggal 16, 22, 24 Maret 1990 ;

2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakil
an Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Pangkalpinang tanggal 30 Maret 1990, Rapat ke
Empat .

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya -
Daerah Tingkat IXI Pangkalpinang.

MEMUTUSKAN

.

Menetapkan : Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II -
.Pangkalpinang Tentang Penetapan Anggaran Penda
patan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Ting-
kat II Pangkalpinang, Tahun Anggaran 1990/1991 ;

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Ta
hun Anggaran 1990/1991 adalah 5ebeSar ..........
Rp. 6.091.348.700,- terdiri dari

a. PENDAPATAN :

~ Pendapatan ............ Rp. 6.091,348.700,~
b. BELANJA :

-Rutin Rp.4.249.785.995,-
- Pembanguman Rp.1.841.562.705,-

Rp. 6.091.348.700,-

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai
berikut :

a. PENDAPATAN :

- Pendapatan ............... Rp.595.013.932,~
b. BELANJA :

-Rutin Rp.595.013.932,-

- Pembangunan Rp. —-_—

Rp.595.013.932,~
Pasal 3....
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Panitia Angga

24 Maret 1990 ; » Pasal 3 i

Dewan Perwakil 1) g{%ncu{n dari keter}tuan tersebut pada pasal 1
Seerah Tingkat IT imuat dalam lampiran A.

1990, Rapat ke 2). Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut

‘pada pasal 1 dan pasal 2 dimuat dalam lampir &l
an A.I A/II/R dan A/I1I/P

‘
Bmerah Kotamadya - L y y
3). Contoh rincian sebagaimana dimaksud ayat (1)

dan (2) pasal ini merupakan bagian yang tidak
AR terpisahkan.

.

Pasal 4
Tingkat II - . ] . A
Bnggaran Penda Pasal~pasal yang akan dilakukan pengurusan sesuai
Daerah Ting- Peraturan er -Mndang-iindangan yang berlaku adalah %
aran 1990/1991 ; ~ sebagaimana daltar terlampir. }
Pasal S
Belanja Daerah Ta ' Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pe-
sshesar 1 ngesahan dari Pejabat yang berwenang dan berlaku f
s : e mulai tanggal 2 April 1990, -

| DITETAPKAN DI : PANGKALPINANG.- p!
6.091.348.700, -

PADA TANGGAL : 30 MARET 1990.- 3]

4
= ‘ PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH i
e } KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TINGKAT II PANGKALPINANG,

® ] PANGKALPINANG

: KETUA '
Mmp. 6.091.348.700, - ?

# ] Cap / dto

adalah sebagai Cap / dto

SATAR A.GHANYA H. ROSMAN DJOHAN

- BP.595.013.932, -
NIP. 010 016 282

Rp.595.013.932,~
Pasal 3....

Disahkan




DISAHKAN

DIUNDANGEKAN

Dengan Surat Keputusan Gu -
bernur Kepala Daerah Tingkat
I Sumatera Selatan.

Tanggal : 2 - 6 - 1990,

Nomor T 460/SK/XIV/1990.

Sekretaris Wilayah/Daerah
Ub. Kepala Biro Hukum,

Cap / dto.

H. TAUFIK RAHMAN, SH

NIP. 440 001 996.-

Dalam Lembaran Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Pangkalpinang

Nomoxr : 7 Tahun 1990 Seri :

Pada Tanggal : 17 Juli 1990.

Sekretaris Kotamadya/
Daerah,

.

Cap/dto.

Drs. SYAIFUL AZIZ

NIP. 440 007 899.-

B




